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ABSTRAK

Penanaman Modal Dalam Negen (PMDN) makin mendorong untuk memacu
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, peningkatan peran akufl masvarakatl dalam
kematan ekonomi seria memerlukan Kesempatan usaha dan lapangan kena dan
kemudahan iklim investasi yang lebih menank dikembangkan antama lain dengan
penvediaan sarana dan prasarana ckonomi vang memadan, peraturan perandang-
undangan vang mendukung penvederhanaan prosedur pelavanan anvestast serla
kebijaksanaan makro vango tepat, Pernvataan tersebut terdapat dalam Ketetapan MPR
RI No. WGBHN/A993Y dalam GBHN Bab IV halaman 42 Dan pernvataan dalam
GBHN tersebut maka dapat ditingkatkan pemanfaatan PMDN, khususnya hidang
pariwisata. Untuk dapat mengetabw lebih lamut tentang pengaturan pelaksanaan
pariwisats di Kota Padang maka penulis melakukan penghtian secara yuridis
sosiologis agar dapat menghasilkan skripsi yang dilandasi dengan data yang objekuf
Pengaturan investasi di bidang Pariwisata di Kota Padang dituangkan dalam Perda
No.o 3/1996, Perda No. 4/1996, Perda No. 5/1996 dalam mengatur promos: terhadap
pelaksanaan pariwisata, sangat diperlukan sekali terutama bag pihak pemerintah
dacrah. khususnya Dinas Paniwisata Tingkat 1l Padang. Prosedur pembenan szin yang
dikeluarkan oleh BKPMD dan Dinas Pariwisata adalah memegang peranan yang
penting karena kedua instanst tersebut adalah suate badan vang mempunyal and:
besar bagr dibolehkannva atan tudak dibolebhkannya suatu perusabaan panwisan
berdiri. Denzan adanya Peraturan Daerah tersebut ditetapkan, maka akan lebih
memudahkan para investor untuk menanamkan modalnva dibidang Panwisata di
Kota Padang, sehingpa terjadi saling menguntungkan antara para pthak pemenntah.
swasta dan masyarakat, vang mana dapat dirasakan manfaatnya secara langsung
maupun tidak langsune. Pelaksanaan Pariwisata di kota Padang setelah adanya Perda
No. 3/1996. Perda No. 4/1996 dan  Perda No. 3/1996 mengalam: peningkatan dan
kemajuan-kemajuan yang cukup berarti, dimana pihak BKPMD dan Dinas Pariwisata
selaly memonitoring atau mengawasi setiap sepala tindakan vang dilakukan oleh para
pengusaha pariwisata di Kota Padang. Dampak panwisata Kota Padang terhadap
pendapatan daerah vakni adanya peningkatan standard akomodast yang diperbaharu
sesual denpan Perda tersebut dan dilengkam denpan pelayanan  yang memuaskan
bagt wisatawan, sesuai dengan peraturan-peraturan daerah tersebut. Dengan demikian
dapat membawa keuntungan yang cukup berarti bagi peningkatan perekonomian
masvarakat di Kota Padang, sehingpa pendapatan  dacrah  bertambah  dan
pembangunan  daerah  dapat  berjalan  lancar dan  dapat  pula  mengurang
Letergantungan bantuan dari pemerintah pusat dan juga dapat menambah pendapatan
asli dasrah (PADY,



BAB 1

PENDANULUAN

A. Latar Belakang Masalak
v/ Indonesta merupakan negara vang sedang berkembang dan sedang siat-

cratnya melaksanakan pembangunan di sepals bidang, denoan tujuan mewnjudkan

suatu masyarakat vang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Pada masa sekarang in Indonesia memasuki tahap pembangunan jangka panjang
nedua dengan dititikberatkan pada bidang industri, berarti pemanfaatan sumber-
sumber alam secara pasional, dengan memperhatikan sumber alam 1tu sendin
unpa merusak tata lingkungan hidup. Untuk ity perlu dinngkatkan penanaman
modal batk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Moda)
.-"mil]g, (PMAY,

Penanaman modal dalam  negent makin didorong  untuk  memacu
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, peningkatan peran aktf masyarakat dalam
segialan ekonomi serta memerlukan Kesempatan usaha dan lapangan kerja dan
semudahan 1khim investasi yang lebih menank dikembangkan antasa lain dengan
cenyediaan sarang dan prasarana ckonomi vang memadail. peraturan perundang-
undangan yang mendukung penyederhanaan prosedur pelayanan investasi serta
chijaksanaan makro yang tepal. Pernyvataan terscbut terdapat dalam Ketetapan
MPR RI No. I/VGBHN/1993 dalam GBHN Bab 1V hal 42,

Uniuk lebibh merangsang pelaksanaan tersebut paerintah membenkan

“=oihias yang dituangkan dalam U No. 6 tahun 1968, Lembaran Nepgara Tahun



1968 jo UU No. 12 tahun 1970 Lembaran Negara tahun 1970 No. 47 Fasilitas
vang ditawarkan dalam 1L tersebhut kelthatannya mulai mendapat perhatian serius
dart dunia usaha swasta vang bergerak dalam bidang pariwisata vang merupakan
suatu sektor yang menduduki posisr ketipa dalam urutan pengumpulan data
pendapatan devisa negara setelah minvak dan gas bumi serta chspor non
ITHEAsTIYA,

Dart - pernvataan  dalam  GBHN  lersebut maka  dapat  ditingkatkan
pemanfaatan penanaman modal dalam negen, kKhususnya bidang  panwisata
Pengertianpariwisata adalah “Suatu kegmatan orang perorangan atau rombonoan
mengunjungi suatu tempat dengan tujuan untuk melihat dan menikman keindahan
alam dan daerah sekitarnya dengan tujuan untuk menghilangkan ketegangan dan
dapat mencapai suatu kesenangan”. Jadi panwisata itu sendini merupakan suatu
imterakst sosial yang salaing mempengaruhy satu dengan vang lainnva
Menurut Nyoman 8. Pendit

Pariwisata adalah suatu jemis industri baru yang mampu menghasilkan
pertumbuhan ckonomi yang cepat dalam lapangan kerja. pertambahan
& - . . 1
penghasilan, standar hidup dan menambah investasi yany sangat besar.
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- Berntik tolak dari hal tersebut penulis tertarik untuk membuat tulisan
et MR
mengenal pengaturan investast dalam bidang pariwisata di-Sumatera Barat-denpan
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ASPEK HUKUM  PENGELOLAAN  INVESTAST  DIBIDANG

PARIWISATA DI KOTA PADANG

Sovoman 5 Pendi 1980 Hmo Parviwisata, Pradnya Paramita | Jakara, hal 29



BAB 1V

PENUTUP

AL Kesimpulan
Berdasarkan uratan bab demi bab vang telah kita ketahui mengenai Aspek
Hukum Pengelolaan Investasi di Bidang Pariwisata di Kota Padane. dalam
mengatur pelaksanaan investasi di bidang pariwisata di Kotamadya Padang, maka
analisa penulis yang dilakukan baik dalam penelitian langsung maupun denvan
pengolahan data. dapatlah penulis rumuskan bahwa penguraian data-data iy vaity
Peraturan Daerah Ne.3 tahun 1996, Peraturan Dacrah Nod tghun 1996 dan
Peraturan dacrah No 5 tahun 1996 mempunyal peranan yang sangat penting dalam
memacu lajunva pembangunan kepariwisataan di kota Padang serta dapat diambil
peberpa xesimpulan yailu
| Bahwa Pengaturan Investasi dibidang Pariwisata di Kota Padang diatur oleh
Perda No. 3/1996 mengatur tentang Ketentuan Penizinan Usaha Hotel Bunea
Melat dalam Daerah Tk, [[ Padang, Perda No4/1996 mengatur tentang
Ketentuan Usaha Rekreast dan Hiburan Umum dalam Dacrah Tk, 11 Padang,
dan Perda No 5/1996 mengatur tentang Ketentuan Perizinan Usaha Rumah
Makan dalam Daerah Tk 11 Padang,
2 Pelaksanaan Panwisata dikotamadya Padang setelah adanya Perda No 3/1996,
Perda No 4/1996 dan Perda No.5/1996 telah banyak mengalami peningkatan
dan kemajuan-kemajuan yang cukup berarti. Hal i dapat dilihat dan data

vang ada yakm pemingkatan jumlah hotel berbintane, Hotel Melat, Biro

74



Daftar Pustaka

Bapeda Tk 11 Padang dan Biro Pusat Statistik, 1990, Padang Pintw Gerbang
Pantai Barat Indonesi, Mandala Buana Bakti, Padang,

CST. Kansil, 1985, Hubwm Perusabaan fnddonesia, Pradn ya Paramita, Jakarta

BKIPMD Sumatera Barat, 1981, Fedomen Persvaratan Umum Penanmen Modid
Dalam Neper,

Dinas Pariwisata Tingkat 11 Padang, 1997, Parmvisata Kotameadve Heddung Dyl
Angka J997, Dinas Pariwisata Daerah Tingkat 11 Padang

Dinas Partwisata Timgkat 11 Padang. 1998, Mariwisara Kotamadva Padang Dalam
Angka [995, Dinas Pariwisata Daerah Tingkat 1l Padang

HMN. Purwosutjipto, 1990, Penvertiun Pokok Hukum Davane (ndonesia, Tilid 1
Jambatan, Jakana

ML CFU sunaryati Hartono, 1972, Seberapa Musalal Troms Nasional Dolom
Era Indonesia, Bina Cipta, Bandung

Nyoman 5. Pendit, 1990, [fn Pariwisate, Pradnya Paramita | Jakama

Peraturan Daerah Tingkat 11 Padang No4 Tahun 1996 Tentanz Ketentuan
Perizinan Usaba Rekreast dan Hiburan Umum dalam Kotamadyva Daerah
Tingkat 11 Padang.

Peraturan Dacrah Tingkat 11 Padang No.5 Tahun 1996 Tentang Ketentuan
Perizinan Usaha Rumah Makan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat 11
Padang

Peraturan Daerah Tingkat 1l Padang No4 Tahun 1996 Tentang Ketentuan
Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Kotamadva Dacrah
Tingkat 11 Padang.

Peraturan: Daerah Tingkat 11 Padang No.5 Tahun 1996 Tentane Ketentuan
Perizinan Usaha Rumah Makan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat 1)
Padanp

Oka A, Yanti, 1979, Pemasaran Parivwisata, Anekasa, Bandung.

Pemenmtah Daerah Tingkat 11 Padang. 1996, Peluang Irvestase di Kotamadya
Pedeng, 1. Buana Lestan, Padang.

Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Hotel
Melati dalam Daerah Tk, |l Padange



